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DALAM PERBANEAM
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Meningkatnya kejahatan perko-
taan baik dari segi kualitas maupun
koantitas, antara lain disebabkan
arus wrbanisasi serta kemajuan Ipiek
dan kesenjangan yang timbul semng

nn oleh pengaruh moderm—

a. Usaha-usaha untuk mem-

sx%:a' untiik menanggulaﬁgmya

'Kegahatan profess; yang dﬂaku—l

kan oleh _seorang ahli-di bxdang ilmu
secara teknis lebih menger;kan
d;bandmg kejahatan tradisional.
Kejahatan pemalsuan uang dan do-
kumen dengan menggunakan media
cetak modern oleh para anli cetak
tamatan pendidikan grafika di Indo-
nesia dan luar negeri, juga telah ber-
ulang kali terungkap. Begitu kejahat-
an dengan menggunakan sarana
komputer telah sering terjadi. Xe-

*) Penuiis adalah Ajun Peneliti Madya Bidang
Hukum, Departemen Xehakiman RI, Jakarta.
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wlobalisa& }’uﬂ“ meianda

- -milyaran dan korupsi sar
. yang tidak kentara. Pemaisuan sertifi-
~kat dan surat«suratberharga kejahat-

jahatan perbankan dilakukan oleh
orang vang faham betul teniang
seluk beluk perbankan.

Kejahatan jenis ini relatif me-
mang masih agak baru dikenal, .se-

 hingga penyelidikannya pun masih
-dilakukan karena memerinkan ke-
_ahlian khusus serta keuletan dan
‘ketelitian, Kemajuan teknologi di satu

pihak membawa pengaruh positif
dalam berbagai bidang, namun di sisi
}am ‘dapat mengakibatkan semakin

. ..menmgkainya kualitas kejahatan

dengan mempergunakan cara-cara
dan sarana keijahatan yang sema;_k_;n_
canggih pula bernpa kejahatan in::
telektual seperti penipuan sampai’

an Perbankan dengan sarana kom-
puter, badan hukum yang melakukan
prakiek bank ‘gelap dan money
laundering serta pemalsuan barang-
barang konsumsi dan merek dagang.

TAFP MPES No. XXII/MPRS/
1966 merupakan salah satu ketentuan
MPRS yang mencanangkan agar
dilakukan restrukturisasi dunia per-
bankan Indonesia. Tindak lanjut dari
tekad tersebut adalah dikeiuarkannya
UU Mo. 7/1992 tentang Perbankan,
yang mengatur fentang kesatuan
sistem perbankan Indonesia. Sebagai
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latar belakang adanya kebijaksanaan

tersebut -adalah kedudukan bank se- -

bagai '1embafga keuangan .memiliki

ekonoml indones;a Senagal konﬂ_
sekuens: mrunnva harga minyak,
DETanan : ‘hank: makm dirasakan da-.
lam: pembanﬁunan ekonoml Indane—_
sia.Terutama -seielah pemermtah-.-
mengambﬂ langkah iangkah baru;.
- antara-lzin dilakukannya. dcreguia& :
di sekior: perbankan melalui Pakto 27
Tahun:1988 dan Pakjan 1990, Pesat- .
nya peranan perbanka“l indonesxa :

tampak dengan munculnya sejumlah
bank-bank baru yang, diikuti dengan
memngkamya tabnﬂgan masyarakat

dan, makm berkembangnya -pasar

modai “Hal ini’ menyebabkan adanya

‘persamgan ketat antar bank da]am "

menjaring ‘nasabah, di. sampmg it
bank meiakukan penyederhanaan da-

lam pembenan kredxt Namun chba~_

lik kesuksesan duma perbankan ter-
sebut frekuensz unda}; pldana gi
bzdang perbankan memngkat baxk
dari segi kuantitas maupun kuahtas-

nya. Hal tersebut merupakan anca—_
man, hambatan dan_gangguan ter-

hadap kehldupan pe:bankan pada
khususnya dan terhadap pembangun—
an ekonorm pada umumnya

Menurut Marshal ‘B Clmard
yang telah banyak melakukan peneli-
tian di negara-negara yang sedang
berkembang, seperti di Asia, Afrika
dan. Amerika Latin, meningkatnya
tindak kejahatan itu disebabkan ada-
nya, “increasing demand for prestige
articles for conpicucous. Young per-

_'lebih ma;u sesual dengan
kemajuan teknologz

son are tempted fo steal.or to obtain
money 1o buy ztems that lenci prestige

“on asense of modernization”, Dengan g
. demikian tidak mefigherankan apa-

bﬂa be‘}tuk }’e}ahatan yang semula

pengetahnan‘ Sehmgga keja 13

'norma hukum penanfrgulangannya

dan. hukum pidana sendiri. agak sulit.
men}angkaunya ‘Contoh kejahatan
yang demikian itu adalah tindak pi-
dana korup51 yang menggunakan
alat-alat canggih, seperti te}cpon
dan komputer serta kejahatan ‘ter-
sebut terjadi di dalam suatu lembaga
perbankan yang pelakunya pengurus
bank itn sendm ataupun bekerja sama

jaks_anaa_n baru di bldang mqneter
dan perbankanmelalui Pakto 27, 1988
menyebabkan munculnya bank-bank
baru, pembukaan cabang-cabang
bank baru, muncul bentuk deposito
dan tabungan baru, sehingga:bank-
bank -tersebut melakukan penye-
derhanaan - atau. memberi: kemudah-
an-kemudahan dalam pemberian
kredit maupun dalam penerimaan
orang sebagai nasabah bank yang
bersangkutan. Dengan adanya per-
saingan- antar bank dan adanya
kemudahan dan penyederhanaan

"tersebut, d:manfaatkan oleh orang-

orang yang ingin memperoleh ke-



,ayaan secara gampang dengan me-
lakukan kejahatan &ez‘mdap bank-
bank’ t@rsebut

‘Sebagaimana diketahui bahwa
untuk tindak pidana yang dikategori-
kan tersendiri dan khusus, seperti
tindak pidana ekonomi, diberlaku-
kan secarz khusus. Misalnya se-
bagaimana disebutkan dalam pasal
50 ayat 3 UU Mo, 7/Drt/ 3955 tentang
tindak pidana ekonomi, bilamana gu
lain bertemangan de_.ngan ketentuan

dalam UU ini. Hal ini juga sama hal-

nya sebagaimana ditegaskan dalam
UU No. 8/1981 pasal 284, Sehubungan
hal tersebut di atas, tindakan pidana
ekonomi di bidang perbankan, dapat
diberiakukan tindak pidana khusus,
karena hal tersebut dapai menggang-
gu keamanan dan kesehatan sistem
,,perb:a_nk'an_ yang berakibat jauh pada
sendi-sendi .kehidupan masyarakat,
sehmgga perlu ditangani secara khu-
sus. Tergantung keamanan dan ke-
sehatan- bahwa dapat mengganggu
sistem moneter, dan lebih jauh akan
mengganggu pelaksanaan pem-
bangunan serta akan menghancurkan
kepercayaan masyarakat. Seorang
ahli perbankan Amerika Serikat,
Pollard mengemukakan dalam
hubungan dengan Amerika Serikat,
semua pengelola dan penyedia pe-
merintah Federal dan Negara bagian
mempunyai peranan untuk menjaga
“Safety and Soundness of the Bank-
ing System”,

~ Poelje, ahli hukum pidana

mengatakan, babwa hukum pidana
ekonomi bukan hukum pidana khu-

sus. Mamun sebaliknya Pompe me-
ngatakan bahwa hukum pidana ekos
nomi adalah hukum pidana khusus,
Lembaga perbankan sebagal prasa-
rana institusional dan sebagai “agent
of development”, peranan yang sangat
sentral dalam pembangunan, khusus-
nya pembangunan di bidang skono-
mi. Dalam berbagai peraturan yang
mengatur pembinaan dan pengem--
bangan usaha bank, masih terdapar-
kelemahan -dan kekurangan yang
dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak -
vang tidak bertanggung jawab.

Mengenai tindak pidana eko-
nomi ini sulit diberi batasan secara
tegas dan jelag, karena tindak pidana
ckonomi mengalami perkembangan
sesuai dengan berkembangnya tek-
nologi, ekonomi dan sosial seatn
masyarakat. Namun pengertian tih—
dak pidana ekonomi secaraz umum
yang dipergunakan untuk pengkajian
ilmiah adalah : “Setiap perbuatanyang
melanggar peraturan perundang-
undangan dalam bidang perekono-
mian dan bidang keuangan serta
mempunyai sanksi pidana”., Tindak
pidana ekonomi pada hakekatnya
menyangkut dua masalah yaitu ma-
nusia sebagai pelaku dan peraturan
perundang-'iindangan sebagai piranti
yang mengatumya

Manusia sebagal pelaku kejaha-
tan ekonomi biasanya mempunyai
kecenderungan memperoleh ke-
untungan sebesar-besarnya dengan
segala cara. Di lain pihak, peraturan
perundang-undangan yang diper-
gunakan untuk menanggulangi



kasus-kasus:fertentu dirasakan sudah
tidak. memadai-lagi, sebagai akibat
perkembangan teknologi yang secara
tidak: iangsung dapat mengakibaif-
kaﬁ peningkatan bentuk dan mutu
n_n__é_ak pidana ekonomi,

Ié;%ejahamn- Orang. Karloran

: Kejahatan K@rah ‘putih ‘dapat
dlwaUE sebagm ku}ahatan yang
dﬂakukan ‘oleh ‘orang ‘kantoran. Ke-
jahatan ini ‘biasanya’ dﬂakukzm oleh

- sesedrang yang cukup terfiormat yang
mempunym kedudukan sosial ‘'yang

relatif tinggi. Batasan’ pengertian
kejahatan kerah putih ini sangat sulit
dirumuskan dengan tegas dan jelas.
Salah 'sﬁtﬂ“’pengerﬂaﬁ ‘yang ‘cukup
sempuma ‘adalah’ pengertian dalam
Black’s Law Dictionary, cleh Henry
Cambell Black, West" ‘Publishing
Company, 1990, men}elaskau “White
Collar 'Crimes (Kejahatan Kerah

Putih) sebagai suatu “Term signify-

ing varions types.of .unlawful, non-
violent conduct committed by COrpo-
ration and individuals mclu— . ding
theft or fraud and other violations of
trust commited in the course of
offenders’s occuption (e.g. embezzle-
ment, commercial bribery, rackete-
nng, anti trust violation, price fixing,
stock mampulatxon, msuier tradmg
and the like”, '

Dan def1m31 tersehut terhhat
bahwa kejahatan Kerah Putih sangat
1uas cakupannya dan tampaknya eraf
sekali kaitannya dengan bidang pe-
rekonomian, keuangan dan data
informasi, misalnya kejahatan dalam

bidang.perbankan, perdagangan,
investasi,-pasar modal, perusahaan,
komputer, asuransi, _paja_k,_,p_eng-
angkutan iaLt .

* Kejahatan kerah- putlh ini ‘me-
nunjukkan kecenderungan yang me-
ningkat akhir- akhir ‘ini dan blasanya
dilakukan secara terorganisir (orga~
mzedcnme) E’ezkembaﬁgankejahamﬁ
kerah phtih ini zapgatierat’ kaﬂanmva
dengan perkembangan Iptek, eko-
nomi dan sosial sustu masyarakai.
Makin be*k@mbang duma iptek, eko-
nomi dan sosial suatu masyarakaf,
makm berkcfnoang dan canggih juga
kejahatan Kerah putih yang terjadi,
sehingga dalam masyarakat yang se-
lalu berubah haruslah. selalu waspada
terhadap kemungkman timbulnysa
kejahatan kerah putih dengan  ber-
bagai modus ;operandinya. ;

Minor Dan Major Frauds

Kejahatan kerah puuh di bldang
perbankan dapat terjadi dengan
berbagal macam variasi dan:-modus
operandi. Kejahatan-ini dapat ‘men-
jadikan bank sebagai sasaran Ke-
jahatannya, misalnya pada kasus ke-
jahatannya pembobolan sebuah bank
pemerintah di New York dengan
menggunakan personal computer
disertai modem. Di samping itu; ads
juga vang menggunakan bank seba-
gai sarana untuk melakukan tindak
pidana, misalnya dalam kasus pe-
nerbitan deposito tersebut dijadikan
sebagai jaminan pinjaman pada baiik
lain. :



" ‘Secara konseptual, bahwa Ke-
jahatan ‘Kerah Putih di bidang per-
bankan “dapat diartikan dengan
pengambilan dana yang dilakukan
secara tidak sah oleh pengurus, pe-
jabat atau pegawai:bank yang bukan
saja_dapat menimbulkan kerugian
pada.bank, tetapi juga dapat meng-
ahbatkan Jatuhnya usaha bank yang
: men}ach korban.. Kejahatan ini dapat
terjadi-dalam operasi-bank sehari-
"y, 4 R

“Dilihat dari kerugian yang di-
timbulkannya, kejahatan kerah putih
di bidang perbankan dapat dibeda-
kan dua‘golongan besar : “Minor
frauds” atau “non concealment
frauds” yang melibatkan tang yang
relatif ‘sedikit dan tidak menimbul-
kan kegagalan bank; “Major frauds”
atau “concealment frauds” yang me-
libatkan suang ' dalam -jumlah besar
dan dapat mengaklbatkan kegagalan
bank >

Pada ke}ahatan kerah punh
minor frauds, pelaku mencuri vang
dari bank dengan sedikit atau tanpa
upaya untuk Inenutup-nutupi keja-
haiannya. Dengan kata lain, mereka
mengambil kekayaan bank tanpa
memanipulasikan dokumen atau
arsip perbankan. Sementara itu, da-
lam major frauds, pelaku berusaha
untuk menutup-nutupi kegiatannnya
dengan memanipulasikan dokumen
atau arsip bank atau menyembunyi-
kan tindak pidananya dengan ber-
bagai cara, Dalam hal ini, seringkali
di antara pelakunya melibatkan

orang dalam bank." Dalam “major
frauds” biasanya melibatkan banyak
pihak dan’ terjadi tidak ‘hanya sekali
saja,-sering terdiri-dari serangkaian
transaksi perlode waktu yang cukup
lama. : : .

Kejahatan kerah putih di 'bida'ng'
perbankan seringkali bersifat sangat

_rumit, karena dilakukan dengan mo-
dus operandi yang didasarkan pada

pengetahuan yang tinggi danteknologi

. yang.canggih. . Oleh karena itilah

tindak pidana di bidang perb&nkan
harusiah mendapatkan. perhatian
khusus dan haii-hati oleh personil
yang benar-benar mengerti mengenai
masalah .perbankan .di samping. me-
nguasai asalah hukum, Se_sua_i._,d_e-
ngan kekhususan tindak pidana di
bidang perbankan, penulis berpen-
dapat bahwa tindak pidana di bidang
perbankan dapat digolongkan pada
tindak pidana khusus.

Dituntat Keberaman Hakim

deak pxdana di bidang perban-
kan adalah tindak pidana khusus,
sebagaimana tercantum dalam buku
Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang
ditetapkan oleh Kep.Men.Keh. -R1
No.:M.01.PW.07.03 Th. 1982 sebagai
pedoman bagi seluruh aparatur pene-
gak hukum dalam melaksanakan UU
No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pi-
dana. Dalam buku pedoman disebut-
kan “ ... masih ada beberapa pera-
turan lainnya yang berlaku yang
memuat ketentuan khusus acara
pidana; Di renbescherming ozdo-
nantie 1931 (stb1.1931 no. 134);



Monumenten ordonantie 1931 (stbl.
193110, 238); Ul kerjaNo.:12:1948
yang dinyatakan berlaku untuk se-
luruh’ Indonesia ‘dengan UU-No. 1
tahun 1951 (LN.1951'no. 2); UU.No.
22 tahun 1954 (LN. 1954.n0. 75) ten-
tang ‘Undian; UU. No. 8 Drt. 1955
(LN::1955:n0. 28) tentang Tindak Pi-
danaimigrasi; UUNo. 14 tahun 1967
(LN. 1967-1i0:-34) tentang Pokok-po-
XokPerbankan; (sudah diganti deng-
an-UU ‘No. 7 ‘tahun 1992 tentang
Perbankan); UU. No. 13 tahun 1968
(LM,-1968 no- 63) tcntang Bank
Sentra} : S

_ Kﬁ}ahatan kerah puuh di bidang
perbankan dapat memmbuikan dam-
pak neganf kepada bank dan ma-

yarakat Kejahatan ini dapat meru-

sak _kepercayaan masyarakat ter-
hadap industri pe:bankan Dalam hal
ini Bank Indonesm sebagal pembma
dan, pengawas bank ietap memberi-
kan perhatian yang serius. terhadap
masalah kejahatan kerah putih di bi-
dang perbankan ini. ‘Adalah meru-
pakan tugas dari Bank Indonesia
untuk melindungi kepentingan pe-
nyimpanan dana dan sistem perban-
kan. Hilangnya kepercayaan masya-
rakat pada industri perbankan dapat
mempunyai dampak: negatif.

Menurut Black’s Law Dictionary,
di ‘Amerika Serikat banyak jenis
kejahatan kerah puiih diberantas de-
ngan menggunakan Racketeer and
Corrupt Organization Laws (RICO
Laws). Aturan tersebut didesain

untuk penyidikan, pengawasan dan .

penuntutan terhadap “organized
crimes”.-Di bawah peraturan tersebut
dapat dilakukan, baik tuntutan pidana
dan .tindakan perdata terhadap pe-

, lakunya

'K._ztab UU. Hokum Pidana ‘wa-
laupun belum secara spesifik meng-
atur kejahatan kerah putih di bidang
perbankan tetapl terdapat beberapa
ketentuannya yang dapat dlperguna-
kan unfuk memberantas kejahatan
kerah putih, misalnya pasal 263, 264
tentang penggelapan dan pasal 378
tentang penipuan (perbuatan curang),
Sudah tentu penerapan pasal-pasal
tersebut memerlukan suatu penafsir-
an- misalnya- penafsiran ekstensif
atay - analogi yang tercermin:.dalam
yurisprudensi. D) sinilah diharap-
kan keberanian hakim untuk.me-
lakukan penafsiran ketentuan :sesuai
dengan kebutuhan dan perkembang-
an zaman. -Dengan melakukan
penafsiran semacam itu, akan lebih
terasa fungsi.:peradilan pidana
sebagai -instrumen pengawasan
sosial selalu memperhatikan. rasa
keadilan masyarakat.

"UU. No.3/1971 juga dapat dipa- ,
kai untuk ‘memberantas kejahatan *
kerah punh di bidang perbankan
sepanjang ke;ahatan tersebut me-
nimbulkan kerugian pada keuangan
negara atau perckonomian negara.
Dengan perkataan lain apabila
kejahatan kerah putih itu terjadi di
bank pemerintah, UU, No. 3/1971
tersebut dapat dipergunakan.



“Kalau UU No. '3 tahun 1971
tersebut berusaha untik menyela-

maikﬁn_'-kéuaﬁgan' negara dap men- .

jags ‘aparatur negara vang bersih,
maka UU. No. 7/1997 tentang pet-
bankan, yang antara lain terlihat
dalam perumusan pasal 49 .ayat
(2 :b)iersebut, berusaha untuk me-
nyelamatkan dan menahmd&n pe-
nyaiahguz&aan dana masyarakat ¢dan
menciptakan anaraiur perbankaa
yang bers&h dan ]ujuf

Sa.ngaa ézsayangkam pmgguna&n
kempuier di Indonesia ini, belum
diimbangi dengan persyaratan yang
diperhikan dan hanya mengambil se-
bagian kecil saja dari seluruh proses
komputerisasi yang seharusnya,
sehingga dapat menimbulkan kera-

wanan - dalaim operasional komputer

dan oknum tertentu untuk kejahatan
yang sudah oilacak karena canggih-
nya‘peralatan yang dipakai, Di sam-
ping itu, banyak ‘perbuatan vang
sangat merugikan masyarakat, akibat
penggunaan komputer, belum.ter-
wadahi, belum -mendapat tempat
dalam tatanan perangkat peraturan
hukum di negeri ini, Tidak mustahil
bahwa telah banyak terjadi kegiatan
komputer sejalan dengan perkem-
bangan penggunaan komputer itu
sendiri. Karena sejalan dengan ber-
kembangnya komputer, kejahatan-
pun telah berkembang, metode baru
untuk melakukan kejahatan ber-
munculan, Dengan demikian, di-
mas2 mendatang dengan semakin
meningkatnya nilai daia yang disim-
pan dalam komputer, maka akan

potensial uniuk melibatkan komputer
dan kegiatan kejahatan, Sampai saat
ini, belum ditemukan batasan/pe-
ngertian dari istilah computer czime
vang secara jelas dan ifegas dalam
peratuian di Indonesia. Istilah. ke-
jahatan komputer {computer crime)
oleh beberapa negara dengan istilah
1ain, walaupun maksudnya adalah
sama, seperti computer trand, com-
puter related crime, computer abuse,
automatic data processing crime dan
sebagainya. Namun umumnya, GIang
sekarang mengatakan bahwa compu-
ter crime diartikan sebagai penggu-
naan komputer secara tidak legal
Dengan demikian tidak dapat diarti-
kan bahwa setiap hibungan antara
komputer dengan kejahatan disebut
kejahatan komputer, Secara ringkas,
kejahatan komputer dapat dibedakan
menjadi 2 bagian yaitu : komputer
sebagai obyek dari suatu kejahatan
dan; komputer sebagal alat suatu
ke_]ahatan

Masalah Hukum

Dari' berbagai kasus kejahatan
komputer yang tertangkap, selalu
erat kaitannya dengan oknum bank,
bekerjasama atau pernah bekerja pad.a
bank yang bersangkutan. Hampir
semua bank di Indonesia saat ini telah
mempergunakan teknologi kom-
puter, sehingga dengan demikian
diharapkan kehati-hatian guna me-
lindungi vang nasabah yang diper-

. cayakan kepada bank dari tangan

jahil yang tidak bertanggung jawab.
Sejalan dengan perkembangan. tek-



nologi- canggih terutama teknologi
dalam bidang komputer dan tele-
komunikasi; maka bank, termasuk’di
Indonesia; “memanfastian dan: me-
nerapkan teknoleogi canggih itu,
Dalam penggunaan teknologi kom-
puter,. Bank ielah menggunakan
paling sedikxi empat fujuan, yaity :
uniuk kepeﬂuan administrasi; uniuk
menyajzkan data b i___man_aje_me_n

daiam rangka pcngambﬁan xepu—'

tusan, ﬂan unmk mumbeﬁkan pf:la-
yanan yang. 1eb1h bzuk daﬁ lebih
cepat. kepadd nasabah; seria uniuk
3@5@_?@3}1}( yang baru. __Dengan ,sez_nakm
luasnya penggunaan kbmputeir dan
sarana transportasi serta komumkas;
maka kemungkinan penyalahgunaan_
pera]aian tersebut juga semakin Inas.
Tindak pxdana dengan menggun,akan
sarana komputer, dikenal dengan
sebutan penyaiahgunaan komputer
tersebut

Beberapa ahli dan negara OECD
mengajukan kepada anggotanya
untuk melakukan hal-hal sebagai
berikut : Menggunakan defenisi : Any
Illegal, unethical or an awiorized
behavior relating to the automatic
processing and the transmission of
data. (Suatu tindakan yang ber-
tentangan, tidak etis atav tidak sah
yang berhubungan dengan proses
otomatis dan transiisi datay. Meng-
hukum tindak pidana komputer yang
meliputi : Penipuan dengan cara
manipulasi komputer, seperti pen-
curian dan penipuan, Pembajakan
perangkat lunak komputer, seperti
pembajakan rahasia dan persaingan

tidak jujur, Sabotase, Penggunaan,
komputer secara tidak sah ; Pema-
sukan sistem komputer secara tidak
sah. Masalah hukum lain yang timpul

- apakah informasi dapat dicuri pads-

hat tidak ada benda yang diambil darf
layarkomputer.7 Apakah suatu tmesin
dapat ditipu dan bahkan apakah isti-
lah tindak pidana komputer. sudah
dirasakan :tepat? Penemuan baru. i
bidang teknologi menimbulkan jenis
tindak pidana baru di bidang ekonomi
yang belum terjangkau oleh hukum
positif, o g -\

Sherlock Holmes, mengmnalxan
kaca pembesamya untuk memeczh-
kan tmdak pidana, demikian pnh
halnya seorang psnylchk commemzai
crime harus menggunakan kompuier
untuk memecahkan economic crime
yang besar-besaran. Dikatakannya

‘apabila komputer sudah dalam pe-

nguasaan, maka ia dapat membantu
penyidikan tindak pidana dengan
menyimpan informasi yang ‘bisa
diperoleh dan bila diprogramkan
dengan benar, dapat memberikan in-
formasi yang dikehendaki. Kepolisi-
an menggunakan komputer untuk
menyidik dan menemukan tindak
pidana termasuk antara lain PBI dan
Doane Amerika. Mereka telah di-
lengkapi program kompufer yang
khusus untuk tujuan pekerjaannya
dan akan senang sekali membatu
pihak kepolisian di tempat lain untuk
melakukan program yang sejenis.

Tindak pidana yang mengguna-
kan komputer, anfara lain :@: Pe-



nyalahgunaan komputer untuk ke-
pentingan atau keuntungan sese-
orang; ‘Pencurian sofware dengan
cara mengkopy tanpa izin pemegang
lisensi; Ketidakpuasan seorang pe-
- gawai dapat merusak komputer atau
sofwarenya yang 'berakibat tergang-
gunya perusahaan, Dalam komputer
fraud dikenal berbagai jenis : computer
input - fraud, dilakukan dengan cara
mémasnkkan “data palsu ‘ke dalam
program komputer untuk keuntungan
. pihak ketiga yang menggunakan
program tersebut. Misalnya meng-
alihkan keuntungan pihak ketiga
yang mengunakan program tersebul,
Misalnya mengalibkan keuntungan
bunga dari rekening seseorang kepada
rekemng pihak lain yang tidak ber-
hak; Computer output fraud, dilakn-
kan dengan memanipulasikan, me-
rubah dan merusak hasil output
komputer, Dengan menekan tombol
“repeat” biaya pengelnaran sumatu
. barang bisa dilipatgandakan menurut
kehendaknya; Computer programme
fraud, dilakukan dengan mempro-
gram suatu intruksi, dengan me-
rubah nilai 12% seseorang dapat
diuntungkan.

Dalam kaitannya dengan bank
mungkin terjadi bahwa jumlah saldo
rekening koran seseorang diubah
sedemikian rupa hingga nantinya,
tanpa dapat segera diketahui, dilaku-
kan pengambilan dana yang cukup
besar dari saldo rekening vang data-
nya dipalsukan itv dengan men-
transfernya ke rekening bank lain. Di
lpar negeri, terutama di Amerika

Serikat, penggunaan jasa bank yang
disebut Electronic Funds Transfer
(EFT) sudah biasa, Di Indonesia EFT
sudah digunakan oleh beberapa bank
walaupun masih terbatas untuk jenis
Automated Teller Machine (ATM).

‘Dengan SEBI No. 21/6/BPPP,
27 Oktober yang dztujukan kepada
bank-bank Umum dan Bank Pem-
bangunan serta Kantor Perwakzlan
Bank Asmg di Indones1a penhal
Pendirian Bank Campuran dan SEBI
No. 21!6!8??? 27 Oktober 1988
yang ditujukan kepada Bank Asmg
di Jakarta, perihal “Usaha Bank
Asing dan Pembukaan Kantor
Cabang Pembantu Bank Asing”
Bank Indonesia, Bank-bank telah
dzperkzrakan untuk mermasang ATM
di luar kantor Bank, yang memberi
kesempamn bag1 dxpasangnya ATM
di berbagai tempat, terutama di tempat
ramai seperti pusat perbelanjaan.

Agar diperoleh gambaran vang
lebih jelas mengenai Electronic Funds
Transfer ini, yaitu salah satu jasa
bank yang dianggap paling mutakir
di Indonesia, sebaiknya kami jelas-
kan mengenai jasa bank ini. Electro-
nic Funds Transfer” atau disingkat
“EFT” merupakan jasa bank baru
yang lahir dari perkembangan tek-
nologi. Seperti dikemukakan oleh
Chorafas dalam bukunya “Electronic
Funds Transfer” bahwa Electronic
funds transfer is implementaticn of
information technology in banking
and other financial industries” (Di-
mitris N, Chorafas, 1938),



Kuahfikasz deak P:dana ?er» :

bankan :

Apa_ yang d:maksud dengan 3
EFT‘? ‘Dunfee- menJelaskan ‘bahwa’
“An’ eiectromc fund transfer mvo]ves :
the transfer of - funds from ‘one ac-
count to- another account, not: through:f
theuse of apxeceo___paper butthrough: =
an’ electronic ‘transfer generated by
:pluggmg the appronated dateintoia:. .
' ;%_Dunfee(etal) o
1989 :636). Kongres Amerika Serikat.
lah mengesahkan_;.
sebuah. UU yang dinamakan “Finan-
cial Institusion’ Regulatry and Inte-:

machme” (Tho

. .pada tahun 1978

rest Rate Comrol ACT” :

Dalam UU tersebut terdapat satu

bag;an yang d1sebut “Electronic Fund

Transfer® Act” 'yang ‘mengatur lem-
baga keuangan ‘yang:. menawarkan-
jasa EPT menyangkut rekemng.--.
nasabahnya.’ Dalam ‘UU tersebut.
yang ‘dimaksud ‘denganEFT:ialah

“any ‘transfer of funds, other than 2
trasaction- ongmated by check,:or

similar paper instrument, " wich ‘is:
initiated through an electronic termi--

nal, ‘teleponic instrament, or: com-
puier or magnetic tape so as ‘order,
instruct, or ‘authorize ‘a financial
institution to debit or ‘credit an
account” ('Ihomas W Dunfee, 1989
676} : :

Ada beberapa 3ems EPT yang_

padat saat ini digunakan, Cm JKhusus
dari EFT agar suatu transaksi dapat
dilakukan pada setiap mesin yang
disediakan maka nasabah atau
zconsumen hams mempunyai sebuah

'bersangkutan untuk mempunyai ak-

. sangkutan mempunyax angka r'ahasxa:_

kartn yang memungkinkan bag1 yang.

untuk mencegah orang Ialn dapat .

Txpe kedua dan EF}" Ja]ah Auto—
mated . Teller Machine (ATM).atau
Cash Dispenser (CD).:ATM: me-
mungkinkan bagi penggunanya untuk .
menarik ‘vang ‘tunai, melakukan se--
toran ‘dan memindahkan' uangnya
dari rekeningnya ke rekening pihak
lain tanpa harus berhubungan dengan
seorang ‘pegawai bank. Kebanyakan
ATM dihubungkan ke ‘dalam :suatu
jaringan.mesin yang digunakan.se-
cara bersama melalui hubungahn tele-
pon dan para nasabah dapat mempu-
nyai akses kepada rekeningnya
masing-masing melalui mesin-mesin

Hal ini memungkmkan Juga bag1
nasabah mempunyai akses "kepada
rekemng mereka di berbagai kota
yang jauh dari banknya di mana ia
tinggal. ATM oleh bank-bank di
pasang baik dalam kantor bank ini
di dinding luar kantor ataupun di luar
tempat bank itw berada vang dikenal
sebagai “stand alone facility”. Akses

‘kepada ATM oleh karena nasabah



{iﬂakui{a ”'dgngan ca.ra menggunakan_
karty plas k_(se’besar sebuah credit

cast dan_denga“l mengszuaakan code

tunai saja. Jems keuga alat EFT ialah'
. Pay-by-Phone System. dalam meng-

gunakannya nasabah menghubungz

pegawai banknya dengan:telepon:
dan:memeriniahkan kepada bank:
tersebui uniuk ; membayar seseorang-:
atay perusahaan ‘yang dltunjuk.nya-
atas ‘beban: rekemngnya yang ada-
pada-bank - itu. Dengan-cara-ini na-.

sabah tidak perlu menulis suatu cek.
Jenis terakhir ‘dari’ EFT ialah- pre-
authorized ' Direct iDeposits dan
Automatic Payments. Seseorang
majikan atan: sebuah perusahaan
dapat- membuat suatu perjanjian
dengan pegawainya untuk menyetor-
kan gaji pegawai tersebut secara ber-
kala langsung ke dalam rekening
pegawai yang bersangkutan di suatu
bank tertentu. Inilah yang dinama-
kan. Preauthorized Direct Deposits.
Dengan cara demikian pegawai yang

bersangkutan tidak perlu harus

datang ke banknya guna menyetor-
kan gajinya.

Seorang pembeli dapat mem-
berikan persetujuannya untuk setiap
bulan mendebet jumlah harga pem-
belinya selama bulan yang bersang-

' béban rekeningnya

kutan atas beban rekeningnya vangs
ada pada suatu bank untuk dipindah-
kan atau dikreditkan ke dalam reke-.
ning penjual..inilah yang. dmamakan _
Automatic -Payments. Dengan cara
ini __pembel; tidak periu. merasa, xhg—_,_.
watir akan lupa membayar kewajib- .
an bulanannya kepada penjual yang-'
bersangkutan sebab.pembayaran
akan. secara otomatis.

sebut di atas jelasiah-bahwa tran.s :
EF‘I“ -adalahiiransaksi yang tidak me-.
ngguriakan kertas. tetapi mengguna:.
kan elektronik, ielepon dan kom-.
puter (Alfred M. Pollard ..... (et aj_),_:
1988 . 450). : L

< Behubungan dengan pemakalan.
komputer oleh bank, baik dalam rang—
ka penyelenggaraan . admlmstras_u:
nya maupun dalam rangka pelayanan ;
jasa :kepada nasabah, memungkin-.
kan dilakukannya tindak pidana pei-
bankan yang berbentuk. kejahatan
komputer. Sejalan dengan bentuk
utama dari kejahatan komputer maka
bentuk tindak pidana perbankan
terhadap atan dengan menggunakan
komputer ini dapat berupa : (1) me-
masukkan data palsu ke dalam sis-
tem komputer; (2) dengan tidak
berwenang menggunakan fasilitas
yang terkait dengan komputer; (3) me-
ngubah atau menghancurkan infor-
masi atau arsip yang tersimpan
dalam komputer (Douglas Whitman
and John William Gergaez, 1988
443),

Sebagaimana diketahui, sep_érﬁ
yang pernah dimuat di beberapa surat



kabar'dan. majalah Tempo, pibak
kepolisian-dan. kejaksaan Indonesia
pernah menangani salah satu kejaha-
tan komputer: yang. merupakan. tin-
dak pidana perbankan yang dilaku-
kan-pada tanggal 31 Desember 1986
terhadap BNI1946 Cabang New York
yang meliputi uang kurang lebih se-
besar US § 18 juta atau dalam rupiah
senilai. Rp 30 milyar: (uga pulub

milyar - rup:ah} Untung-sekali _bank

bersangkutan bahwa dana sebesar
itu, yang telah scmpat . dlpmdahkan
ke bank-bank lain di Brusel, Hong-
ko_ng dan Panama sempat diselamat-
kan seluruhnya oleh petugas-petugas
Kantor Besar dan Kantor Cabang
Bank itu di New. York daiam waktu
yang. relauf smgkat sehmgga Bank
itu secara finansiil tidak sampai di-
rug1kan Beberapa perbuatan pidana
yang telagh ada penentuannya dalam
aturan KUH Pidana, Buku Kedua :
Kejahatan, Bab X tentang “Pemalsu-
anMata Uang dan Uang Kertas” yaitu
Pasal 244, 245, 246, 247, 249 dan
250 dapat ‘diklasifikasikan sebagai
tindak pidana perbankan.

Azas Nullum Dilectum

‘Mengingat bahwa Crime adalah
suatu kejahatan, maka dalam penye-
lesaian perkara pidana tersebut tetap
berlaku asas Nullum delictum sine
previa lege poenali yang ditentukan
dalam pasal 1 ayat 1 kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia yang
menentukan : Tiada suatu perbuatan
yang boleh dihukum melainkan atas
aturan pidana dalam undang-undang
yang terdahulu dari perbuatan itu,

Kenyataannya sampai saat ini belum
ada peraturan hukum Indonesia
yang khusus mengatur dan mengan-
cam kejahatan .komputer dengan
pidana, ‘maka agar: pelaku:suatu
kejahatan ‘komputer -dapat -dijatubi
pidana, kejahatan komputer tersebut
harus -dikualifikasir. sebagai - txndak
pidana; konvensional yang . sudah
dikenal dalam KUHP atau ?eratm:_aﬂ
Hukum- Psdana di luar. KUHP.

.‘Dengan berpuak pacia ketenm,an
Hukum Pidana Indonesia, baik yang
umuin maupun yvang khusus marilah
kita -teliti bagaimana yurisprudensi
Mahkamah. Agung Republik Indo-
nesia. dan. para hakim Pengadilan
Negeri -menyelesaikan. perkara
pidana yang menurut pengertian
umum  telah. dikategorikan. sebagai
kejahatan komputer dan permasalah-
an yang dihadapi para hakim ter-
sebut. Mengingat bahwa. dasar pe-
meriksaan perkara pidana di Peng-
adilan negeri adalah Dakwaan_ Pe-
nuntut Umum maka : Penuntut
Umum dalam usahanya untuk dapat
menjaring pelakn kejahatan kom-
puter, mau tidak mau wajib men-
dakwakan salah satu tindak pidana
yang telah diatur dan diancam
hukuman dalam KUHP Peraturan
Pidana di luar kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Dengan memperhatikan bahwa
kerugian yang diderita karena keja-
hatan komputer selalu adalah keru-
gian kebendaan yaitu uwang, harta
kekayaan lain, periu para penegak



keadilan pertama-tama  menoleh
padarumusaspasal ; UU. No.3 Tahun
1971 .1441971 - 19 (Pemberaniasan
tindak pidana korupsi) jo’ pasal 20
dan 34 UU tersebut; Pasal 1 ayat l.a
diiukum karena®tindak- pidana ko-
rupsi “ialah ;'Barang “siapa dengan
melawan -hukum melakukan per-
buatan ‘nempefkaya diri sendiri atan
orang lain atau suatu badan yang se-
cara langsung’atau tidak langsung

merugikan keudngampere‘mnomzan

‘negara dst.

 Dari mzﬁus&n'pasai':i :ayat' 1. a
jelas'bahwa unsur yang essensial dari
tindak pidana korupsi vang diatur
dalam pasal 1'ayat 1.a fersebut ada-
iah": ‘perbuatan memperkaya ‘diri
sendiri’atau orang lain yang merugi-
kan nega:ra “atau perekonommn
negara, Jadi tidak ‘menjadi masalah
perbuatan itu berupa perbuatan apa,
pokoknya perbuatan apa saja. Dengan
memperbandingkan jenis kejahatan
xomputer ‘dalam Ad 11 dengan ru-
musan pasal 1 ayat 1. a UU. No. 3.
3/1971, maka adalah sangat jelas
bahwa UU No. 3/1971 merupakan
saiah satu senjaia pamungkas vang
paimg ampuh untuk menjaring
pelaku tindak pidana komputer iénis
manzpun yang korbannya adalah
negara atau badan yang dapat baniu-
an dari negara. '

Tetapi mengingat bahwa yang
menjadi korban kejahatan komputer
tidak terbatas pada negara dan badan
hukum yang mendapat bantuan dari
negara tetapi juga orang swasta, de-

nganmendasarkan pemeriksaan par-
kars-pada dakwaan penuniut umurm,
hakim harus bekeria keras uniuk
dapat menyimpulkan bahwa dari buki
vang diajukan penuniui wnuin jeiah
terbukii dengan sah dan meyakinkan
bahwa kejahatan komputer sebagai:
mana divraikan penuntut nimum telah
terbulkti dengan sah dan meyakinkan
bahwa ke}anamn komputer: seba-
gaimana’ ‘diuraikan penuntut UMM
memenuhi semua unsur tindak pida-
nz “konvensional yang pasaliva
didakwakan pada terdakwa pelaku
tindak pidana komputer iersebut.
Kendala yang dihadapi hakim dalam
mengkualifisir tindak p}dana kom«
puter sebagzu iwdak pidana konven-
sional sesuai pasal yang dldakwai{an
pada pelakunya oleh penuntut wnum.

sebagaimana diketahui dalam
iImu hukum dikenal azas neo poena,
yvang tercaninm dalam pasal 1 ayat
(1} KUHP, Dari ketentuan tersebut
dapat - ditafsirkan bahwa suatu per-
buatan selama tidak dilarang oleh
hukum tertulis dengan baiasan vang
jelas, tidak dapat dihukum.
Terhadap jenis tindak pidana baru
tersebut ditetapkan ketentuan-keten-
tuan hukum vang berlaku sekarang
dengan menggunakan pasal terientu
berdasarkan penafsiran analogi.
Langkah tersebui kiranya kurang
tepat karena akan menimbulkan ke-
san sistem ifertinggal di bhelakang
perkembangan teknologi sehingga
dapat menjangkau tindak pidana
ekonomi yang sedemikian ber-
variasinya.




@ieh karem mi asaha Giﬂh ﬁadavz

iag&daﬁf “badan eksekuiif-dan para-

pakar di bidang hukum harus di-
tingkatkan, sehingga setizp perkem-

bangan teknologi dapat diikuti. oleh
peraturan yang dapai mengawasi dan A

mengamankan dikemudian hari.
Kompuier pada umumaya merupa-
‘kan alat untuk menyimpan data yang

.sewaktu-wakiu dapat dikeluarkan. .
kembali, yang .dapat. dlpervunakan""
wntik mjuan lain téermasuk peng-
hifuzgan yang komplek sertd “dapat
memecahkan banyak problem. Me-

ngingat fungsi viamanya sebagai
penyimpan data, dapat dipikirkan
bagaimana penyidik menggunakan
kcmputer untuk kepentingannya,
seperti menyxmpan data identitas
orang yang diduga atau dilukum ka-
réna suat"a"'tinda}c pidana.
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ENGLISH CORNE

| Tentang kata sifat dalam bahasa Inggris
* Oleh Dra. Farida Wulang

Pembaca,

elamat jnmpa dalam EC _i_;al_;_ ini. Benkut ini. kaml sajxkan topﬂf yang
mudah«mudahan bermanfaat, bag1 pembaca.
Dalam bahasa Inggris, kata sifat (adjectives) bisa chbentuk dari kata benda

(-Nouns_), dari -kata kerja ( Verbs ) dan dari kata sifat ( adjectives ) Im_gnya

{a).,  Membentuk kata sifat dari kata benda ditambah -ful, -less, -some, -ish,
“ -y, -en, -emm, -ly, -ous, -able atau -ible, -ed, -like, -ic, -al :

- Misalnya :

Noun Adjective Noun Adjective
harm harmiul glory glorirous
care careless sense senisible
troutls troublesome talent talented
child childish star startike
wind - windy aom atomic
wood wooden music musical
north northern

day daily

(b}, Membenifuk kata sifat dari kata kerja.

Misalnya :

Verb Adjective Verb Adjective
talk talkative write written
destroy destructive continue comtinous
run running continual
work workable tire tiresome

help helpful close close



©. Membenmk kata s;fat dan _kaf" sn”at Imnnya _
Red reddish glad gladsome

good goodly comic comical
sick smkly wide Wldely

fConfusmg Words and Phrases by Mﬂon Nandy)

'."fbig
Y 7 - o eder
”'break 0 fury
'.con‘_eat__ " ‘money
omamre _""._féconomy

JAWABAN EC MB {}32/96

‘bore down on her o R
" boId«blooded -
‘holding back f_ e A
bilack and biue.
:_shoonng the hghts
took the law into his own. hands
cateh..... in the act....
. hit and un '

99 O LA |

Kesdlahan cetak : = : _ -
no 2 : to with hold - seharusnya to withhold
no 15 :to bride - -~ 'scharusnya to bribe





